PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
@ SEKRETARIAT DAERAH
JL. Sultan Hasanuddin No. 82 Telp. 21011 Kode Pos : 90711

PENGUMUMAN
Nomor : 800.1.2.2/ 12.04 /BKPSDM

TENTANG
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL GURU, KESEHATAN DAN TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 546 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Barru
membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Jabatan Fungsional (JF) Guru,
Kesehatan dan Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru dengan rincian
formasi dan ketentuan sebagai berikut:

A.DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2023, Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional,

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020, tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja;

S. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 648 Tahun 2023, Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 649 Tahun 2023, Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi
Daerah Tahun Anggaran 2023;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 650 Tahun 2023, Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat
Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Dalam Pengadaan
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional
Teknis; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 652 Tahun 2023, Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi
Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan
Fungsional Tahun Anggaran 2023.

B.RINCIAN FORMASI DAN UNIT KERJA PENEMPATAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Barru Tahun Anggaran
2023, dengan rincian formasi sebagai berikut:

Hal. 1. = 18



1.

TENAGA GURU

NO JABATAN ALOKASI | \yuyy pENEMPATAN KEBUTUHAN
PPPK
1 2 3 4 -
AMA DINAS PENDIDKAN DAN
Wl e 30 KEBUDAYAAN KAB. DISABILITAS: 1
AGAMA ISLAM
BARRU
, | AHLI PERTAMA - GURU 5 %I‘;“{JSDZEYNDIDKAN DAN
BAHASA INDONESIA SR AAN KAB.

AHLI PERTAMA - GURU
BAHASA INGGRIS

DINAS PENDIDKAN DAN
KEBUDAYAAN KAB.
BARRU

AHLI PERTAMA - GURU
BIMBINGAN DAN
KONSELING

DINAS PENDIDKAN DAN
KEBUDAYAAN KAB.
BARRU

AHLI PERTAMA - GURU
IPA

DINAS PENDIDKAN DAN
KEBUDAYAAN KAB.
BARRU

AHLI PERTAMA - GURU

DINAS PENDIDKAN DAN

6 30 | KEBUDAYAAN KAB. DISABILITAS: 2
KELAS BARRU
PeE DINAS PENDIDKAN DAN
(A erti ATI‘KA‘”“ 3 KEBUDAYAAN KAB.
BARRU
R DINAS PENDIDKAN DAN
g el s MS‘ 10 | KEBUDAYAAN KAB.
BARRU
DINAS PENDIDKAN DAN
9 31{%1{11) ERTAMA - GURU 1 KEBUDAYAAN KAB.
BARRU
DINAS PENDIDKAN DAN
10 ‘%ﬁl{” PERTAMA - GURU 2 KEBUDAYAAN KAB.
BARRU
TOTAL| 03
2. TENAGA KESEHATAN
NO JABATAN A';,?,I;KASI UNIT PENEMPATAN | KEBUTUHAN
1 2 3 4 5
AHLI PERTAMA - RSUD LAPATARAI
1| ADMINISTRATOR KESEHATAN L BARRU KHUSUS
PUSKESMAS
2 | AHLI P )
ERTAMA - BIDAN 1 e L KHUSUS
3 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 PUSKESMAS PANCANA UMUM
PUSKESMAS
4 | AHLIP z
ERTAMA - DOKTER 1 ol UMUM
5 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 PUSKESMAS PEKKAE UMUM
6 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 PUSKESMAS PALANRO UMUM
] RSUD LAPATARAI
7 | AHLI PERTAMA - DOKTER 1 i KHUSUS
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NO JABATAN ALPPPKOKASI UNIT PENEMPATAN | KEBUTUHAN
1 2 3 4 5
8 glfé‘ll PERTAMA - DOKTER 1 PUSKESMAS PANCANA UMUM
AHLI PERTAMA - DOKTER PUSKESMAS
2 | Gial 1 MANGKOSO RHUSLES
Lo | AHLI PERTAMA - PEMBIMBING . DINAS KESEHATAN BN
KESEHATAN KERJA KAB. BARRU
11 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 2 RSUD LAPATARAI KHUSUS
BARRU
PUSKESMAS
12 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 1 st KHUSUS
AHLI PERTAMA - TENAGA
13 | PROMOSI KESEHATAN DAN 1 PUSKESMAS DOI-DOI KHUSUS
ILMU PERILAKU
AHLI PERTAMA - SANITASI DINAS KESEHATAN
14 | | INGKUNGAN 1 KAB. BARRU KHUSUS
15 | TERAMPIL - BIDAN 1 PUSKESMAS DOI-DOI KHUSUS
PUSKESMAS
16 | TERAMPIL - PERAWAT 1 e KHUSUS
17 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS 1 RSUD LAPATARAI KHUSUS
BARRU
TERAMPIL - PRANATA RSUD LAPATARAL
18 | | ABORATURIUM KESEHATAN 1 BARRU KHUSUS
TERAMPIL - PRANATA
e el N 1 PUSKESMAS LISU KHUSUS
TERAMPIL - TEKNISI RSUD LAPATARAI
20 | 1 EKTROMEDIS 1 BARRU KHUSUS
TOTAL| 21
3. TENAGA TEKNIS
KUALIFIKASI | ALOKASI UNIT
NO
JABATAN e i PPPE | PENEMBaTAN | KESUTUHAN
1 2 3 4 5 6
AHLI PERTAMA - , DINAS
ADYATAMA kool PARIWISATA,
1 | KEPARIWISATAAN ; 1 KEPEMUDAAN | KHUSUS
S-1 MANAJEMEN
DAN EKONOMI DAN OLAH
i PERHOTELAN =il
DAN PARIWISATA
PELAKSANA
AHLI PERTAMA - | S-1 g’éD:NN
2 | ANALIS ADMINISTRASI: S- 1 NGliN GGULA | phusus
KEBLJ
AKAN 1 PEMERINTAHAN o
DAERAH
AHLI PERTAMA - | S-1 BAGIAN
3 | ANALIS ADMINISTRASI: S- 1 ORGANISASI KHUSUS
| KERLJAKAN 1 PEMERINTAHAN | SETDA
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KUALIFIKASI

ALOKASI

UNIT

NO JABATAN PENDIDIKAN PPPK | PENEMPATAN | KEBUTUHAN
7 2 3 4 . 6
BADAN
PERENCANAA
T | 1 | prEumas KHUSUS
4 | ANALIS
e PEMERINTAHAN L
PENGEMBAN
GAN DAERAH
BADAN
. ﬁkifsERTAMA " | $-1 AKUNTANSI; L KEUANGAN —
i N D-IV AKUNTANSI DAN ASET
DAERAH
S-1 EKONOMI DINAS
AHLI PERTAMA - | PERTANIAN: PERTANIAN
6 | ANALIS PASAR S-1 SOSIAL i DAN KHUSUS
HASIL PERTANIAN | EKONOMI KETAHANAN
PERTANIAN PANGAN
DINAS
AHLI PERTAMA - | 5-1 ARSIPARIS; PERPUSTAKA
7 S-1 1 KHUSUS
ARSIPARIS etk AN DAN
KEARSIPAN
UPT
AHLI PERTAMA . | S-1 PENDIDIKAN PENDIDIKAN
O e ANAK USIA DINI: ) SPNF TN i
Pl S-1 PENDIDIKAN SANGGAR
LUAR SEKOLAH KEGIATAN
BELAJAR
AHLI PERTAMA -
PEMBINA MUTU DINAS
O | HASD KBLAUTAN | S-1 PERIKANAN 1 e KHUSUS
DAN PERIKANAN
S-1 BUDIDAYA
PERTANIAN:
S-1 EKONOMI
PERTANIAN: DINAS
AHLI PERTAMA - | S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN
10 | PENGAWAS MUTU | PERTANIAN: 1 DAN KHUSUS
HASIL PERTANIAN | S-1 TEKNOLOGI KETAHANAN
HASIL PANGAN
PERTANIAN; S-1
SOSIAL EKONOMI
PERTANIAN
S-1 BUDIDAYA
PERIKANAN:
e T - | 51 BUDIDEYA
11 | PENGELOLA PERAIRAN; 1 DINAS UMUM
FESER AT A A | 51 BIOLOGES-1 PERIKANAN
AKUAKULTUR;
S-1 SUMBER
DAYA PERAIRAN
DINAS
AHLI PERTAMA - PEMBERDAYA
PENGGERAK AN
1 e S-1 EKONOMI 1 MASYARAKAT | KHUSUS
MASYARAKAT DAN DESA,
PPKB & PPPA
AHLI PERTAMA - BAGIAN
13 | PENYULUH S-1 ILMU HUKUM 1 HUKUM KHUSUS
HUKUM SETDA
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KUALIFIKASI

ALOKASI

UNIT

KEBUTUHAN
NO JABATAN PENDIDIKAN PPPK | PENEMPATAN
7 2 3 y 5 6
DINAS
S-1 TEKNK KOPERASI,
AHLI PERTAMA - | arsterRr USAHA KECIL
14 ggngl\%gngAN S-1 MANAJEMEN: 1 MENENGAH KHUSUS
e S-1 TEKNIK DAN
D AGANGAN | INGKUNGAN ;ERDAGANGA
S-1 BADAN
PERENCANAAN PERENCANAAN
WILAYAH DAN PEMBANGUNA
15 |AHLIFERTAMA - | poms. gy 1 N PENELITIAN | KHUSUS
PERENCANA PERENCANAAN DAN
WILAYAH DAN PENGEMBANG
KOTA AN DAERAH
BADAN
AHLI PERTAMA - | S-1 AKUNTANSI: KEUANGAN
16 | bERENCANA D-IV AKUNTANSI 1 DAN ASET ERUSUS
DAERAH
AHLI PERTAMA -
17 | PERISALAH S-1 ILMU HUKUM 1 g%gETARIAT KHUSUS
LEGISLATIF
S-1 TEKNIK DINAS
KOMPUTER; KOMUNIKASI,
" ‘ggkl{li%m AMA - | 5 | TEKNIK i INFORMATIKA | UMUM: 1
il INFORMATIKA: . STATISTIK KHUSUS: 1
S-1 SISTEM DAN
INFORMASI PERSANDIAN
DINAS
S-1 TEKNIK PEKERJAAN
AHLI PERTAMA . | KOMPUTER; UMUM, TATA
19 | PRANATA el L 1 B G, KHUSUS
i e INFORMATIKA: PERUMAHAN
S-1 SISTEM DAN
INFORMASI KAWASAN
PEMUKIMAN
S-1 TEKNIK DINAS
KOMPUTER; KOPERAS],
AHLI PERTAMA - ; USAHA KECIL
20 | PRANATA P IR 1 MENENGAH UMUM/
KOMPUTER INFORMATIKA; DAN DISABILITAS
& eia PERDAGANGA
INFORMASI -
AT DINAS
AHLI PERTAMA - | SOMPUTER; PARIWISATA,
21 | PRANATA e ol 1 KEPEMUDAAN | UMUM
KOMPUTER ; DAN OLAH
S-1 SISTEM
INFORMASI RAGA
S-1 TEKNIK
AHLI PERTAMA - | KOMPUTER;
PO ottt S-1 TEKNIK . DINAS e
KOMPUTER INFORMATIKA; KESEHATAN
S-1 SISTEM
INFORMASI
S-1 TEKNIK DINAS
AHLI PERTAMA . | KOMPUTER; PEMBERDAYAA
23 | PRANATA el LEKNIK 1 N UMUM
it INFORMATIKA: MASYARAKAT
S-1 SISTEM DAN DESA,
INFORMASI PPKB & PPPA
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KUALIFIKASI | ALOKASI UNIT
NO JABATAN PENDIDIKAN PPPK | PENEMPATAN |KEBUTUHAN
7 2 3 y 5 r
S-1 TEKNIK g}zlf)ﬁ\KNSANA
AHLI PERTAMA - | KOMPUTER: B e
24 | PRANATA S-1 TEKNIK 1 el KHUSUS
KOMPUTER INFORMATIKA: kY
S-1 SISTEM o
INFORMASI
S-1 TEKNIK
AHLI PERTAMA . | KOMPUTER; BADAN
25 | PRANATA S-1 TEKNIK 1 KESATUAN KHUSUS
i I INFORMATIKA: BANGSA DAN
S-1 SISTEM POLITIK
INFORMASI
S-1 TEKNIK
AHLI PERTAMA . | KOMPUTER; DINAS
O i S-1 TEKNIK i PENANAMAN ST
oyl INFORMATIKA: MODAL DAN
S-1 SISTEM PTSP
INFORMASI
S-1 TEKNIK
AHLI PERTAMA - | KOMPUTER;
27 | PRANATA S-1 TEKNIK 1 RSUD LA KHUSUS
it INFORMATIKA: PATARAI
S-1 SISTEM
INFORMASI
BADAN
i&h}?ﬁé‘é PERENCANAAN
AHLI PERTAMA - | SOVPUTER; PEMBANGUNA
28 | PRANATA L 1 N, PENELITIAN | UMUM
KOMPUTER ; DAN
S-1 SISTEM
et PENGEMBANG
AN DAERAH
o v
AHLI PERTAMA - | SOMPUTER; KEPEGAWAIA
29 | PRANATA el 1 N DAN UMUM
KOMPUTER ; PENGEMBAN
S-1 SISTEM piegini
INFORMASI
S-1 TEKNIK
AHLI PERTAMA - | KOMPUTER;
30 | PRANATA S-1 TEKNIK 1 INSPEKTORAT | UMUM
KOMPUTER INFORMATIKA:
S-1 SISTEM
INFORMASI
S-1 TEKNIK
AHLI PERTAMA - | KOMPUTER;
31 | PRANATA S-1 TEKNIK 1 g}f,gETARIAT UMUM
KOMPUTER INFORMATIKA:
S-1 SISTEM
INFORMASI
S-1 TEKNIK
AHLI PERTAMA - | KOMPUTER: DINAS
32 | PRANATA S-1 TEKNIK 1 E%DIDIKAN KHUSUS
KOMPUTER INFORMATIKA;
Rl KEBUDAYAAN
INFORMASI
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KUALIFIKASI | ALOKASI UNIT
No JABATAN PENDIDIKAN PPPK | PENEMPATAN | KEBUTUHAN
1 2 3 4 5 6
S-1 TEKNIK
AHLI PERTAMA - | KOMPUTER;
33 | PRANATA S-1 TEKNIK 1 DINAS SOSIAL | UMUM
KOMPUTER INFORMATIKA:
S-1 SISTEM
INFORMASI
DINAS
AHLI PERTAMA - | S-1 ILMU PERPUSTAKA
34 | PUSTAKAWAN PERPUSTAKAAN . AN DAN KHUSLS
KEARSIPAN
DINAS
KOMUNIKASI,
AHLI PERTAMA - | S-1 STATISTIK; INFORMATIKA
35 | STATISTISI S-1 MATEMATIKA 1 . STATISTIK KHUSUS
DAN
PERSANDIAN
SATUAN
POLISI
PAMONG
PEMULA - PRAJA,
36 | PEMADAM SMA/SEDERAJAT & PEMADAM KHUSUS
KEBAKARAN KEBAKARAN
DAN
PENYELAMAT
AN
TERAMPIL -
OPERATOR D-IIl TEKNIK DINAS
: KEPENDUDUK
57 | SISTEM KOMPUTER: . pririe e
INFORMASI D-IIl TEKNOLOGI i R
ADMINISTRASI | KOMPUTER iy
KEPENDUDUKAN
D-1Il PARAMEDIK
VETERINER;
; DINAS
TERAMPIL - gg%%ﬁgﬁ’* PERTANIAN
38 | PARAMEDIK S T 1 DAN KHUSUS
VETERINER KETAHANAN
HEWAN:
D-III PRODUKSI PANGAN
TERNAK
ggﬁg%ﬁf‘ D-III PENGUJI DINAS
39 KENDARAAN ] PERHUBUNGA | KHUSUS
KENDARAAN BERMOTOR N
BERMOTOR
D-1Il TEKNOLOGI
K TER:
Sita UL BADAN
TERAMPIL - KOMPUTER: KEPEGAWAIA
40 | PRANATA S - 1 N DAN KHUSUS
KOMPUTER i PENGEMBAN
; GAN SDM
D-III TEKNIK
INFORMATIKA
TOTAL| 47
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C.PERSYARATAN DAN KETENTUAN PELAMAR
1. Persyaratan umum

a. Warga Negara Indonesia (WNI);
b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun

&0

sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik

praktis;
Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu

yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang
mempersyaratkan;

. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

dan
Bersedia ditempatkan pada unit kerja sesuai formasi yang dipilih oleh
pelamar.

2. Ketentuan Tambahan
a. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, Prajurit

Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

b. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi

dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;

c. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang dalam proses

pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;

d. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas yang dilamar;
3. Ketentuan Khusus Kebutuhan PPPK JF Kesehatan dan Teknis
a. Jenis Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun

Anggaran 2023 meliputi:
1) Khusus: dan
2) Umum.

. Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus meliputi:

1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); atau
2) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN).

. Eks THK-II adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data

(database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada
Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;

. Tenaga non ASN adalah pegawai yang melamar pada Instansi Pemerintah

tempat berkerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling
sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada Instansi Pemerintah yang
dilamar. Bagi yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 1 unit kerja dalam
waktu 2 tahun secara terus menerus, mengunggah surat keterangan sesuai
masing-masing unit kerjanya yang dijadikan dalam 1 file;

. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan

dengan jabatan fungsional yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun saat
pendaftaran pada jenjang Pemula, Terampil dan Ahli Pertama. Persyaratan
pengalaman dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang
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ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja. Bagi yang memiliki pengalaman

kerja lebih dari 1 unit kerja dalam waktu 2 tahun, mengunggah surat

keterangan sesuai masing-masing unit kerjanya yang dijadikan dalam 1

file;

. Pelamar penyandang disabilitas.

1) Alokasi kebutuhan jabatan disabilitas hanya dapat dilamar oleh
penyandang disabilitas;

2) Penyandang  disabilitas dapat melamar pada jabatan di
luar alokasi jabatan disabilitas. Pelamaran jabatan di luar alokasi
jabatan disabilitas tidak diberlakukan ketentuan khusus;

3) Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki
jjazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan
jabatan;

4) Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib
menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang
disabilitas, dibuktikan dengan:

e dokumen/surat keterangan dari dokter rumah sakit
pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat
kedisabilitasannya; dan

e video singkat yang menunjukkan Kkegiatan sehari-hari dalam
menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

g. Persyaratan bagi Kebutuhan JF Pemula-Pemadam Kebakaran:

1) Persyaratan Wajib Tambahan:

e Surat Keterangan Sehat; dan

e Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas.

2) Nama/Jenis Sertifikat (Tambahan Nilai), bagi yang memiliki:

o Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran
dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kemendagri
(bobot 25 %);

e Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran
dan penyelamatan yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (bobot 12,5 %);

e Jenis Sertifikat lain di bidang penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan yang ditandatangani oleh kepala lembaga
penyelenggara pendidikan dan pelatihan (bobot 5 %).

h. Persyaratan tambahan nilai bagi JF Terampil-Pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan yaitu Sertifikat Kluster Pembuatan Diversifikasi
Olahan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan
Perikanan dengan masa berlaku 3 Tahun (bobot 25 %), bagi yang
memiliki;

1. Persyaratan tambahan nilai bagi JF Ahli Pertama-Analis Kebijakan yaitu
Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi (LPS) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi
dari Badan Nasional Sertifikasi (bobot 25 %), bagi yang memiliki;

Jj. Persyaratan tambahan nilai bagi JF Terampil-Paramedik Veteriner yaitu
Sertifikat Kompetensi Paramedik Veteriner yang masih berlaku
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atas nama Badan Nasional
Standar Profesi/BNSP, (bobot 25 %), bagi yang memiliki;

k. Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan STR untuk JF Kesehatan sesuai
Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Nomor:
PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan
Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka Pengadaan PPPK JF
Kesehatan, sebagaimana terlampir.
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4. Ketentuan Khusus Kebutuhan PPPK JF Guru

a.

Jenis penetapan kebutuhan PPPK untuk JF Guru Tahun Anggaran 2023

meliputi:

1) Kebutuhan khusus; dan

2) Kebutuhan umum.

Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi:

1) Pelamar prioritas.
Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas
pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan
lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;

2) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II).

Eks THK-II adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data
(database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara; dan
3) Guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di sekolah negeri.

Guru non ASN di sekolah negeri adalah guru non ASN di sekolah yang
terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling
rendah 3 (tiga) tahun.

Kriteria pelamar pada kebutuhan umum meliputi:

1) Lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang terdaftar dalam pangkalan
data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan

2) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi.

Wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah

sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk

pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Kemendikbudristek Nomor: 2901 /B/HK.04.01/2023 tanggal 14 Mei 2023

tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran

Seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2023, sebagaimana terlampir;

Pelamar penyandang disabilitas.

1) Alokasi kebutuhan jabatan disabilitas hanya dapat dilamar oleh

penyandang disabilitas;

2) Penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan di
luar alokasi jabatan disabilitas. Pelamaran jabatan di luar alokasi
jabatan disabilitas tidak diberlakukan ketentuan khusus;

3) Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki
jjazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan
jabatan;

4) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK
pada JF Guru Bahasa Indonesia dan JF Guru Bahasa Inggris;

S) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK
pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; dan

6) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK
pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

7) Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib
menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang
disabilitas, dibuktikan dengan:

e dokumen/surat keterangan dari dokter rumah sakit
pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat
kedisabilitasannya; dan

e video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam
menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
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D.TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAMARAN
1. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan melalui laman https://daftar-
sscasn.bkn.go.id /login , yaitu:

a.

o o

Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal, menghadap kemuka,
berlatar belakang merah dan bagi laki-laki berambut rapi (foto akan
dipergunakan dalam memverifikasi hasil pemindaian wajah peserta pada
saat registrasi dan log in ujian);

Scan warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan
Kependudukan asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Scan warna Surat Pernyataan S Point dan dibubuhi meterai 10.000;

Scan warna Surat lamaran asli. Surat lamaran harus sesuai format,
diketik komputer, ditandatangani asli dengan pena hitam, dibubuhi
meterai 10.000, dan ditujukan Kepada Bupati Barru di Barru;

Scan warna Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri,
telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
(disertai profesi dan sertifikat tambahan dalam 1 file PDF jika diminta
pada kualifikasi pendidikan);

Scan warna transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar
negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi
nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

Scan warna asli Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja
Baik yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja paling singkat 2 (dua)
tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Bagi
yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 1 unit kerja dalam waktu 2
tahun, mengunggah surat keterangan sesuail masing-masing unit kerjanya
yang dijadikan dalam 1 file;

Scan warna asli Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internship yang
masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal
masa berlaku yang tertulis pada STR;

Scan warna asli Sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar
dalam data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bagi pelamar kategori
umum JF Guru, (bagi yang memiliki);

Scan warna Surat Keterangan Sehat asli dan Surat Keterangan Bukan
Penyandang Disabilitas asli, bagi jabatan Pemula-Pemadam Kebakaran;
Scan warna Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam
kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat
Kemendagri, Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam
kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh minimal
Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Jenis Sertifikat lain di
bidang  penanggulangan kebakaran dan penyelamatan  yang
ditandatangani oleh kepala lembaga penyelenggara pendidikan dan
pelatihan, yang telah mendapatkan registrasi oleh Direktorat Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, khusus
Formasi/kebutuhan jabatan Pemula-Pemadam Kebakaran (bagi yang
memiliki);

Scan Sertifikat Kluster Pembuatan Diversifikasi Olahan yang diterbitkan
oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan dengan masa
berlaku 3 Tahun bagi jabatan Terampil Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan (bagi yang memiliki);

Scan Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi (LPS) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi
dari Badan Nasional Sertifikasi bagi jabatan Ahli Pertama Analis Kebijakan
(bagi yang memiliki);

Scan Sertifikat Kompetensi Paramedik Veteriner yang masih berlaku
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atas nama Badan Nasional
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Standar Profesi (BNSP) bagi jabatan Paramedik Veteriner Terampil (bagi
yang memiliki);
o. Khusus bagi penyandang disabilitas, menambahkan dokumen:
1) Surat Keterangan Asli dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas
yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam
menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

2. Format Surat Lamaran dan Surat Keterangan dapat diunduh pada laman
https:/ /barrukab.go.id/;

3. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan
secara online melalui laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login dengan
menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda
Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga;

4. Ketentuan Pelamaran.

a. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan
proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;
b. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan;
c. Pelamar akan dinyatakan gugur, apabila diketahui melamar:
1) lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau
jenis jalur kebutuhan PPPK; atau
2) menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda.

E. TAHAPAN SELEKSI
1. Seleksi Administrasi

a. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan
administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;

b. Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi PPPK Pemerintah
Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023,

c. Panitia Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023
mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui situs
online SSCASN dan https://barrukab.go.id/:

d. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi,
pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;

e. Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi;

f. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan
mencocokkan persyaratan untuk memastikan kesesuaian jabatan yang
dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui verifikasi
dokumen pelamaran;

g. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat
mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi
administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui SSCASN;

h. Panitia Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023
dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh
pelamar. Alasan sanggahan dapat diterima dalam hal kesalahan bukan
berasal dari pelamar;

i. Dalam hal alasan sanggahan diterima, Panitia Seleksi PPPK Pemerintah
Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023 mengumumkan ulang hasil seleksi
administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan
sanggah.

2. Seleksi Kompetensi
a. Kebutuhan JF Kesehatan dan Teknis
1) Seleksi kompetensi menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh
BKN;
2) Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi
Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang
dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan;
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3) Seleksi memuat:
a) Kompetensi Teknis;
b) Kompetensi Manajerial; dan
c¢) Kompetensi Sosial Kultural.

4) Seleksi pengadaan PPPK dilakukan dengan mempertimbangkan integritas
dan moralitas. Penilaian integritas dan moralitas dilaksanakan dengan
wawancara. Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan dengan
metode CAT yang diselenggarakan BKN;

5) Peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika
berperingkat terbaik;

6) Pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta
eks THK-II yang berperingkat terbaik;

7) Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi
maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang
berperingkat terbaik;

8) Pelamar umum dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai
Ambang Batas. Nilai Ambang Batas terdiri dari:

a) Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
b) Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan sosial
kultural; dan
c) Nilai Ambang Batas wawancara.
b. Kebutuhan JF Guru

1) Seleksi kompetensi menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh
BKN;

2) Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi
Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang
dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan;

3) Seleksi memuat:

a) Kompetensi Teknis;
b) Kompetensi Manajerial; dan
c) Kompetensi Sosial Kultural.

4) Seleksi pengadaan PPPK dilakukan dengan mempertimbangkan integritas
dan moralitas. Penilaian integritas dan moralitas dilaksanakan dengan
wawancara. Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan dengan
metode CAT yang diselenggarakan BKN;

S) Pada Seleksi Kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas
menggunakan hasil seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;

6) Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika
berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan yang dilamar;

7) Pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi
nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang
dilamar;

8) Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang
dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapatkan nilai paling tinggi sebesar
100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

3. Pengumuman Hasil Akhir Seleksi dan Masa Sanggah

a. Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK dilakukan oleh Bupati
Barru secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil akhir (Pengolahan
hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua
Panselnas);

b. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi, dapat
mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir
diumumkan melalui SSCASN;

. Sanggahan disampaikan melalui akun SSCASN masing-masing;

d. Panitia Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023
dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh
pelamar;
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e. Dalam hal Panitia Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Barru Tahun
Anggaran 2023 menerima alasan sanggahan, melaporkan kepada Ketua
Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil
akhir seleksi;

f. Panitia Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023
berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas, mengumumkan ulang hasil
akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan
sanggah; dan

g. Panitia Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023
dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari
pelamaran.

F.JADWAL SELEKSI

NO KEGIATAN WAKTU *)
1 | Pengumuman Seleksi 19 September s.d. 03 Oktober 2023
2 | Pendaftaran Seleksi 20 September s.d. 09 Oktober 2023
g | Penguauman Hastl Selelo 13 s.d. 16 Oktober 2023
Administrasi

4 | Masa Sanggah Administrasi 17 s.d. 19 Oktober 2023

S5 | Jawab Sanggah Administrasi 17 s.d. 21 Oktober 2023

6 | Pengumuman Pasca Sanggah 20 s.d. 26 Oktober 2023

7 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 08 November s.d. 02 Desember 2023
8 | Pengumuman Kelulusan 04 s.d. 13 Desember 2023

*) Bila terjadi perubahan jadwal akan diinformasikan kemudian.
G.KETENTUAN LAIN

1

2.

Kesalahan dalam memahami informasi pengumuman menjadi tanggung
jawab calon pelamar/pelamar;

Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti
tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah
ditentukan, maka dinyatakan gugur;

Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo)
yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi
dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
Pemerintah Kabupaten Barru tidak bertanggung jawab atas pungutan atau
tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia
Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023;

Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri, dan apabila di
kemudian hari diketahui bahwa kelulusannya karena
kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku
dan digugurkan kelulusannya;

Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2023
dapat dilihat dalam situs online: https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login, dan
https://barrukab.go.id;

Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs
tersebut pada angka 6 (enam) untuk melihat pengumuman/informasi
penting lainnya. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi
tanggung jawab calon pelamar/pelamar;

Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di
kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi,
maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Barru
berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara
yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan
sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan
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10.

11.

12.

13.

keterangan palsu;

Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus/diterima kemudian

mengundurkan diri atau digugurkan dikarenakan sebab atau alasan

tertentu, maka Panitia Seleksi dapat menggantikan dengan peserta yang

memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;

Untuk mengikuti seluruh seleksi PPPK Tahun Anggaran 2023, para peserta

TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun;

Keputusan Panitia Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Barru Tahun

Anggaran 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutiak;

Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera

diumumkan melalui laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login, dan

https:/ /barrukab.go.id; dan

Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan

seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023 dapat

menghubungi:

a.Tim Helpdesk BKN dan Tim Helpdesk Instansi: https://daftar-
sscasn.bkn.go.id /login;

b. Media Sosial: Facebook: “Bkpsdm Barru”, Instagram: “bkpsdmbarru”, dan
grup FB “TANYA BKD BARRU”; dan

c. Help Desk Offline: Lantai 4 Menara Kantor Bupati Barru, Jl. Sultan
Hasanuddin No. 82, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten
Barru.

Barru, 9 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
TIA SELEKSI PPPK
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